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GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 'V4 /VI.O3/HK/2017

TENTANG

PENETAPAN PERHITUNGAN LEBIH/KURANG SALUR DANA BAGI HASIL PAJAK
ROKOK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG
UNTUK TRIWULAN I DAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang

— Mengingat

GUBERNUR LAMPUNG,

a. bahwa pemnbagian dan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak

Daerah Jenis Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
se-Provinsi Lampung untuk Triwulan [ dan Triwulan II Tahun
Anggaran 2016, berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung
Nomor : G/635/I11.20/HK/2016  tentang  Penetapan
Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Triwulan I
Tahun Anggaran 2016 Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi
Lampung, dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor
G/675/111.20/HK /2016 tentang Penetapan Perhitungan Dana
Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Triwulan II Tahun Anggaran
2016 Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun
2016, ternyata dari hasil koreksi data perhitungan terdapat
kekurangan/kelebihan salur;

bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum atas
Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Jenis Pajak Rokok
sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu
menetapkan kembali Perhitungan Lebih/Kurang Salur
Triwulan I dan Triwulan II Tabun Anggaran 2016 dengan
Keputusan Gubernur Lampung;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara,

Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;



8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014,

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 64 Tahun 2015 tentang

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan:

oo, W

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN

PERHITUNGAN LEBIH/KURANG SALUR DANA BAGI HASIL
PAJAK ROKOK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG UNTUK TRIWULAN I DAN TRIWULAN
II TAHUN ANGGARAN 2016.

Penetapan Perhitungan Kurang/Lebih Salur Dana Bagi Hasil
Pajak Daerah jenis Pajak Rokok Bagian Pemerintah Kabupaten/
Kota se-Provinsi Lampung Triwulan [ dan Triwulan |1I
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu
kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Penyaluran Kurang/Lebih Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak
Daerah Provinsi Jenis Pajak Rokok untuk masing-masing
Pemerintah Kabupaten/Kota dimaksud pada Diktum Kesatu
dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dilaporkan dan
dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Lampung.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal 7 - 2 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDPHO F{CARDO

. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

. Menteri Keuangan RI di Jakarta;

. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;

. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung

. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;

. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;

. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

. Kepala Badan Pendapatan/Kepala DP2KD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR -G/ 4 5v.03/HKR2017
TANGGAL _: - 8 - 2017

PENETAPAN PERHITUNGAN LEBIH/KURANG SALUR DANA BAGI HASIL (DBH)
PAJAK ROKOK PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2016
TRIWULAN | DAN Il PADA KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

SELISIH LEBIH/KURANG | SELISIH LEBIHFKURANG JUMLAH

No PEMERINTAH DAERAH SALUR TRIWULANT | SALURTRIWULAN T [SELIIEBRIUKIRATO KET

1 2 5 6 7 8

1 |Kota Bandar Lampung Rp (235,218,160.90)| Rp  (1,206,110,307.04)| Rp  (1,441,328,467.93)| Kurang Salur
2 |Kota Metro Rp 210,090,534.00 | Rp 1,077,265,287.20 | Rp 1,287,355,821.20 Lebih Salur
3 |Kabupaten Lampung Utara Rp (37,242,700.45)| Rp _ (190,966,566.32)| Rp (228,209,266.77)| Kurang Salur
4 |Kabupaten Lampung Selatan Rp (236,547,701.98)| Rp  (1,212,927,693.95)| Rp  (1,449,475,395.94)| Kurang Salur
5 |Kabupaten Lampung Barat Rp 135,120,106.74 | Rp 692,845,119.49 | Rp 827,965,226.23 Lebih Salur

6 Kabupaten Tanggamus Rp (17,446,277.07)| Rp (89,457,945.72)| Rp (106,904,222.79)| Kurang Salur
7 |Kabupaten Tulang Bawang Rp 61,337,639.82 | Rp 314,516,360.73 | Rp 375,854,000.55 Lebih Salur
8 |Kabupaten Lampung Tengah Rp (382,612,755.20)| Rp  (1,961,894,382.31)] Rp (2,344,507,137.50)| Kurang Salur
9 |Kabupaten Way Kanan Rp 58,260,711.68 | Rp 298,739,034.99 | Rp 356,999,746.67 Lebih Salur
10 |Kabupaten Lampung Timur Rp (256,858,887.53)| Rp  (1,317,075,817.87)] Rp  (1,573,934,705.41)| Kurang Salur
11 |Kabupaten Pesawaran Rp 62,897,672.48 | Rp 322,515,621.31 | Rp 385,413,293.79 Lebih Salur
12 |Kabupaten Pringsewu Rp 84,060,981.96 | Rp 431,033,116.93 | Rp 515,094,098.90 Lebih Salur
13 |Kabupaten Tulang Bawang Barat Rp 151,078,446.49 | Rp 774,673,472.08 | Rp 925,751,918.58 Lebih Salur
14 |Kabupaten Mesuji Rp 188,156,690.90 | Rp 964,796,774.09 | Rp  1,152,953,464.99 Lebih Salur
15 |Kabupaten Pesisir Barat Rp 214,923,699.04 | Rp 1,102,047,926.39 | Rp 1,316,971,625.43 Lebih Salur
GUBERNUR LAMBUNG.

M.RIBHO NCARDO



